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Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dalam Penanggulangan Kemiskinan
(Studi Perancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Di
Kabupaten Lampung Timur)

_ Oleh:
Yulia Neta dan Ade Arif Firmansyah

Abstrak -
~ - Di dalam sila ke-5 Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 secara
Jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar
salah satu filosofis pembangunan bangsa, karenanya setiap warga Negara Indonesia
berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya. Agar keadilan dan kesejahteraan
sosial ini dapat dicapai, maka setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai
kemampuannya masing-masing untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha
- kesejahteraan sosial. Di dalam sila ke-5 Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial hagi seluruh rakyat
Indonesia menjadi dasar salah satu filosofis pembangunan bangsa, karenanya setiap
warga Negara Indonesia berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya. Agar
keadilan dan kesejahreraan sosial ini dapat dicapai, maka  setiap warga Negara
Indonesia berhak dan wajib sesuai Kemampuannya masing-masing untuk sebanyak
mungkin ikut serta dalum usaha kesejahteraan sosial. Dan  pemerintah daerah
mempunyai kewenangan unnik mewujudkan hal tersebut. Aspek kewenangan tersebut
akan melandasi setiap kebijakan pemerintah dacrah di bidang penanggulangan
kemiskinan, dan sebagai salah satu bentuk nyata dukungan pemerintah daerah tersebut
adalah dengan membentusk peraturan daerah yang akan menjadi pavung hukum dalam
upaya penangulangan kemiskinan di daerah.
Kata Kunci: Pancasila. UUD 1945, Pemerintah Daerah

BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Di dalam sila ke-5 Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara
Jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar
salah satu filosotis pembangunan bangsa. karenanya setiap warga Negara Indonesia
berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya. Agar keadilan dan kesejahteraan
sosial ini dapat dicapai. maka setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai
kemampuannya masing-masing untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha
Xesejahteraan sosial. Untuk menciptakan situasi dan kondisi vang berkeadilan sosial
maka urusan kepemerintahan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 45 dalam
ea IV Pembukaaan UUD 45 yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan
uruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. mencerdaskan

idupan bangsa. dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan.
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